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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Dompu yang bertujuan untuk 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Dompu.  

1. Melakukan sosialisasi pemilu. Sosialisasi yang di laksanakan oleh KPU 

Kab Dompu  betujuan untuk meningkatkan partisipasi, literasi politik, dan 

kerelawanan.  Ada beberapa materi yang di sampaikan dalam sosialisasi 

pemilu, dengan demikian penyampaian materi dalam sosialisasi ini dapat 

meningkatkan partisipasi politik pemilih.  Materi sosialisasi pemilu yang 

di sampaikan oleh KPU Kabupaten Dompu antara lain; 

Seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri dari; 

a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 

pelaksanaan pemilu; 

b. Pemutakhiran data pemilih  dan penyusunan daftar pemilih; 

c. Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu; 

d. Penetapan partai politik calon peserta pemilu; 

e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; 

f. Kampanye dan dana kampanye pemilu; 

g. Pemungutan dan perhitungan suara; 

h. Penetapan hasil pemilu; 
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i. Pengucapan janji/sumpah presiden dan wakil presiden serta anggota 

peserta pemilu lainnya. 

2. Melakukan pendidikan pemilih. KPU Kabupaten Dompu melakukan 

pendidikan pemilih bagi masyarakat global dalam rangka meningkatkan 

keterlibatan politik masyarakat Kabupaten Dompu. Hal ini dicapai 

melalui pembentukan rumah tangga cerdas, pemanfaatan platform media 

sosial, dan penciptaan perwakilan yang demokratis.. 

3. Memberikan Informasi. KPU Kabupaten Dompudalam memberikan 

informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu  kepada 

masyarakat melalui media massa cetak seperti, koran dan baliho . serta 

menggunkan media massa elektronik seperti, sosial medai (facebook, 

instagram, twitter, whatsup, tiktok dan telegram). Informasi yang 

disampaikan melalui media massa tersebut seperti, penyampaian jadwal 

pemilihan, informasi mengenai calon kandidat, informasi bagaimana cara 

memilih yang baik dan benar, dan penyadaran kepada masyarakat betapa 

pentingnya suara demi keberlangsungan roda pemerintahan yang baik. 

4. Memberikan Kesempatan, KPU Kabupaten Dompu memberikan 

kesempatan yang sama masarakat biasa dengan penyandang disabilitas, 

tidak ada yang dibeda-bedakan, semua diperlakukan sama. KPU 

memfasilitasi penyandang disabilitas dengan diperbolehkan untuk 

didampingi. Jika tidak memiliki pendamping maka KPPS juga akan 

mendampingi dalam proses pencoblosan. Bagi penyandang disabilitas 
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yang kurang bsa memahami informasi yang di sampaikan terkait 

kepemiluan, maka pihak KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat juga. 

5. Faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor yang mendukung 

berjalannya tugas dan kewenangan KPU Kabupaten Dompu yaitu  sumber 

daya manusia , kandidat dan terbentuknya komunikasi yang baik. Sedangkan 

faktor yang menjadi penghambat adalah aktifitas dari masyarakat yang 

kesehariannya memiliki pekerjaan sebagai petani dalam hal pemenuhan 

kebutuhan hidup serta tingkat kesadaran maysrakat yang masih rendah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi tugas dan 

kewenangan komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi 

politik masyarakat pada pemilu pilpres 2019 di Kabapaten Dompu. Maka 

saran yang dapat diberikan; 

1. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Dompu kita harus memiliki jiwa 

demokrasi serta kesadaran yang tinggi atau totalitas untuk ikut serta dalam 

pemilu. Hak pilih serta suara dari masyarakat akan menentukan 

terbentuknya pemerintahan yang secara totalitas bekerja demi 

maysarakatnya. 

2. KPU Kabupaten Dompu harus lebih memperketat melakukan sosialisasi, 

dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dikarenakan 

tingkat kesadaran masyarakat harus di dobrak lagi untuk keepannya. Serta 

lebih memaksimalkan tekhnologi untuk mempermudah jalannya 

penyelenggaraan pemilu.    
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